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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

il

b.

BUPATI GOWA,

behwa berdasarkan Pasal 110
ayal (1) huruf n Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah maka Retribusi
Pengendalian Mecnara
Telekomunikasi merupakan

Jenis Retribusi Daerah:;

bhahwa untuk menungut
Retribusit sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, mezka perlu
ditetapkan denpan  Peraturan
Dacrah.




Mengingat

]

l.Undang-Undang Nomor 24

Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Daerah  Tingkat 1T di
Sulawesi (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonecsia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomaor 17
Tehun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan [.embaran Negnra
Republik Indonesia Nomor 42860);

Undang-Undang, Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nornor 28

Tuhun 2009 tentang Pajak Dacrah
dun Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12
Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(I.emibaran Negiria Repubhk
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Indoncesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Repubhk [ndonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor 9
Tahun 2015 lentang Perubahan
Kecdus atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Necgara Republik
[ndonesia Nomor 5679)

. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2003 tentang Penpelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran

Necgara Eepublik indonesia
Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tala Cara
Pemberan dan Pemanfaaran
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119




9 Peraturan Dacrah Kabupalen Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan vang,
Menjadi Kewenangin Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupalen Gowa

‘Tahnan 2008 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN ;

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan.

i
2

Daerah adzalah Kabupaten Gowe.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagal
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksapaan urusan pernerintahan
vang merjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan  Perwakilan Rakyvat Daerah VATLE,

sclenjuinya  disingled DPRD adalah  Lembaga

A
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Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Gowa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerahn.

. Bupati adalah Bupati Gowa.
. Pejabat adalah Pepawal vang diberi tugas tertentu

dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gowa.

. Retribusi  Daerah, vang selanmjutnya disebut

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu  yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk
kepentingan orang Pribadi alau Badan.

. Badan adalah selkumpulan orang dan/atau modal

vang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(RUMD) dengun nama dan dalam bentuk apapun,
Firmna, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi
lainnya, Lcmbaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk
Usaha Tetap.

. «Insa adalah kegialan Pemeriniah Daerah herupa

usaha dan pelayanan yvang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh crang pribadi atau badan.

10. Jasa Umum adzlans jasa yang disediakan atau

ciberikan oleh Pemerintah Daersh untuk tujusn
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11,

12,

13.

14,

15.

16.

Lt

kepentingan dan kemanfaatan umurm serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vang menurut Peraturan Perundang-undangan
refrilnisi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi fermasuk pcmungul alau
pemotong retribusi tertentu,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu
tertentu yung merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah vang
bersangkutar.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sclanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penvetoran retribusi yang telah dilakuksarn dengan
menggunakan formulir atau telah  dilakukan
dengan cara lain ke kas daecrah melalui tempat
pembavaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Retribusi, pencntuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi
kepada wajib serta pengawasan penyectoranmya.
Surat Ketelapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya  disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumnlah
redit retribusi lebih besar dari pade retribusi
vang terutang seharusnya tidak terutang.

Surat Tagiban Retribusi Dacrah, vang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
ragihar. retribusi dan/atau sunkst administratil
herupa bunga dan/atau denda.

6



18. Pemeriksaan  adalah  setangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara abjektif
dan prelesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajban retribusi dan/atau untuk
tujuan  lain  dalun  rangka  melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang undangan
retribusi daerah,

19. Penyidikan tindak pidana dibidang  retribusi
dacrah adalah serangkaian tindakan vang
dilukukarn oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan buktt yang dengan bukti ita
membuat terang tindak piduna dibidang retribusi
daerah  vang terjadi  serla menemukan

rcrsangkanya.
BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan
ruang untuk Menara Telckomunikasi,

Pasal 3

Objck Retribusi Penpendalian Menara
Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk
menara  telekomunikasi dengan  memperhatikan
aspek  tata ruang, keamanan. dan kepentingan
umuimn.

|




Pasal 4

(1) Subjek retribusi adalah setiap oramg atau badan
yang melakukan usaha penyediaan menara
telekormunikasi  dengan  memanfaalkan  ruang
dalam Wilayah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalah orang Pribadi atau Badan
yang membayar jasa Pengendalian Menara

Telelkomunikasi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengendalian Mcnara Telekomunikasi
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara
Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah biaya
yvang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi
Demerintah  Daersh  dalam  pengawasan  dan
pengendalian menara telekomunikasi.

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penelapan hesarny:u
tarif Retnibust Pengerdalian Mcnars
Telekomunikas! ditetapkan dengar

&



memperhatikan  blaya penyediaan jasa  yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektifitas pengendalian atas
pelavanan terscbut.

(2) Biayva penycdiaan jasa sebagaimana dimaksud
pada avat (1) merupakun biaya untuk menutup
sebagian  biava yang berkaitan langsung dengan
menyelenggarakan pelayanan.

BAR VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus
TP X TR = RPMT

Keterangan .

RPMT Retribusi  Pengendalian  menara

Telekoirmanikas:

TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
(2) Formulasi perhifungan tariff Retribusi

sebugaimana tercantum dalam lampiran sebagai
bapian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekorminikasi ditinjan kembali paling lama 3
(tiga) tabun sekali;




(2) Peninjauan tarif rewribusi sebugaimana dirmaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) ditetapkan dengan Peraluran
Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pengendaliun Menara
Telekomunikasi  adalah di Kabupaten Gowa.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun
setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 12

Saat terutanegnva Retribusi Pengendalian Menara
Tclekomunikasi adalah pada saat diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakarn.
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BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Retribusi dipungut oleh Dinas Perhubungun,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
alau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimakswl pada ayal (2) dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan.

(4) Ketentuan ledbilhh lanjut mengenai tata cara
pclaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam
Peraruran Bupati,

BAR XI
PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Pemanfaatan dari pcncerimaan Retribusi
divtamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan  langsung dengan penyelenggaraan
Pengendalian Menara Telekormunikasi.

(2} Alokasi pemanfaatan penerimaan Relribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk menutupi biaya administrasi, biaya
penyuluhan, biaya transfortasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalien,

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1] Instanst  vang meleksanakan  pemungutan
Retribusi  dapat  diberi  iasentif  atas  dasar
pencapaian kinerja.
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(2) Pemberian insentif scbagmmarnu dimaksud pada
avat (1) ditetapkan melalul Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gowa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian dean pemanfaatan intensif
sebagaimenu di maksud pada ayatl (1) diatur
dalam Peraturan Bupati dcngan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib  Retribusi tertentu  dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Bupati atau pcjabat
vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakar.

(2) Keberatan diagjuken secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kccuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan buhwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(3) Pengajuan kcberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Retribusi.

12



Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 [enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus member: keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan mcnerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

() Ketenluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk membernkan kepastion hukum bag:
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diagjukan
harus diberi keputusan clehh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima scluruhnya, atau sebagian, menolak,
atau menambah  besarnya Retribusi yang
lerutang.

(4) Apabila  jangka walktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) telah lewat dann Bupati lLdak
memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan kcberatan dikabulkan scbagian
atau seluruhnva, kelebihan pembayaran Retribusi
dikemmbalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% ( dua persen )} setiap bulan untuk
paling lama 12 {dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung scjak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannva SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19
(1) Atas  kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribust dapat mengajukan  permononan
pengembalian kepada Bupali.




(2) Bupali dalam jangka waktu paling lema 6 (enam)
bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembuyaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu  keputusan, permohonan
pengeimbalian  pembayaran Retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus dilerbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1(saiu) hulan.

(4) Apabila Wajib Reuribusi  mempunyai utang
Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhilungkan untuk mclunasi terlebih dahulu
utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelcbihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangks waktu lama 2(dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apebila pengembalian kelebihan pembuayaran
Retribusi dilakukan setclah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sefiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Ketentuan lebih lunjut mengenai tata cara
pengembualian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 20
(1] Permohaonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi dimjukan  secara tertulis
kepads Bupati dengan paling scdikit

menyvebutkary
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a. nama dan alamat Waph Retribusi;
b masa retribusi;

¢. besarnya kelebilhan pembavaran;
d. alasan vang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi disampaikan sccara langsung atau
melalui pos tercatat,

13) Bukti penerimaan oleh pejabat dacrah atau bukti
pengiriman pos lercatat merupakan bukti saal
permahaonan diteruma oleh Bupeall,

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi

diperhitungkan dengan utang reuribusi lainnva,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),

pcmbayaran dilakukan dengan cara pemindahan

dan buktd pemindahbukuan juga berlaku sebagai
bukti pembayaran.

BAB XV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran  dan  penyetoran  Retribusi  yang
terutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saat
terutangrva retribusi,

i2) DBupati atas permohonan Waib Retribusi setelah
memenuhl  persyaratan yang ditentukan dapat
memberilkan persetuiuan kepada Wajib Retribusi
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

untuk mengangsur atau menunda pcmbayaran
Retribusi dengan dikenakan bunga scbesar 2 %
(dua persen) setiap bulan,

Ketentuan lebih lanjut mcengenal persyararan
untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembuyaran Retribusi dilakukan di Kas Duaerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupali sesuai
waktu yang ditcntukan.

Pembayaran Retribusi bharus dilakukan secara
lunas/tunai.

Apabila  pembayarsn  Retribusi  dilakukan
ditempet lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selainbat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang
ditentukan olch Bupati.

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2} dilakukan dengan
menggunakan SSRDD.,

BEAB XVII
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:

B
b.

retribusi fidak atau kurang dibayar;

dari husil penelitian SKRD terdapal kekurangan
pembavaran sebagal akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;
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(1)

(3)

(4)

(5)

wajlp  retribusi dikenakan sanksi administratif
beripa bunga dan/atau denda.

BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pagal 28

Hak wuntuk melakukan penagihan Retribusi
merjadi kedaluwarsa sctelah melampaui  waktu
3 (tiga) tahun terhitung scjak saat terutangnya
Refribusi, kecuali jika Weajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi,baik  langsung maupun  tidak
langsung.
Dalam  hal  diterbitkan  Surat  Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b
adulah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinva kepada Pemerintah
Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonuan keberatan oleh Wajib Retribusi.
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BAB XIX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUARSA

Pasal 26

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluarse dapal dihapuskan.

Bupati menetapkan Kcputusan penghapusan
Piutang Retribusi yang suduh kedaluarsa
sebaguimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara
penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB XX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Keringanan dan pengurangan retribusi terutang
diberikan berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi
adminisiratif berupa bunga diberikan kepada
Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Ohijek
Relrbusi,

Ketentuan lebih lanjut mengenal luta cara
pemberian keringanan, pengurangarn,
pembebasan tan / atau sanksinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2] diatur dalam
Peraturan Bupati.
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(1)

(1)

(2)

BAB XXI]
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Dudam  hal  Wajib  Rewribusi  tertentu  tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang
membeayar, dikenakun sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang vang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

Penagihan  Retribusi terutang sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran,

BAB XXII
PENYIDIRAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pecmerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerab
sebagaimuna dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkatt‘ Ty

olch pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimanz dimaksud pada

ayet (1) adaleh:

d. mwenerima,  mencari, mengumpulkan  cdan
mensitl kelerangarn ateu laporen berkenaan
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dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

. menehli, mencari  dan mengumpulkan
keterangan mengenal orang pribadi  atau
RBadan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan tindak pidana
Retribusi Daerah tersebut;

_ meminta keterangan dan bahan bukti orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta

melakulkan penyitaan terhadap bahan buki
tersebut  setelah mendapatkan persetujuan
dari Ketua Pengadilan,

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti, dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memecriksa identitas orang, benda, dan
atau dokumien yang dibawe;

_ memotret sesearang yang berkaitan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi 13aerah;
memanggil orang unluk didengar
keterangannya  dan diperiksa  scbagal
rersangka atau saksi;

menghemtikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perla untuk
kelancaran penyidikan  tindak  pidana
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dibidang Retribust Daerah scsuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyihk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan  Thasil  penyidikannyn  kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Palisi
Negara Republik Indonesia, sesuai  dengan
ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
HETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Wajib  Retribusi yang tidak  melaksanakan
kewajibannya schingga merugikan Keuangan Daerah
thancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagal peraturan pelaksana dari
Pcraturan Daerah inin harus ditetapkan paling lama
1 (satu) tahun tcrhitung scjak Peraturan Daerah ini
cdiundangkan

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dcngan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

ﬂﬁm‘capkan i Sungguminasa
,pﬂda:-mgah* A-riT 2016

- ﬁDN‘AH PURICHTAL JHCSAN YL

Diundangkah di Sungguminasa
pada tanggal 4 April 2016
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NOREC PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR
B HK.HAM. 2,15 .16
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR )
TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Zona 1/ Dataran Rendah

Komponen ~ Biaya Jumlah Jumlah Kunjungau Jumlah Keterangan
= B | (2) (3) 1)<
I [Honorarnum  [Rp502.500,00 3 orang 4 kali Rp2.010.000,00
2. [Transporins  [Rp450,000,00 1 unit 4 kali Rp1.8£00.000,00
3 Unng Malcan [Rp150.000,00 3 orang 4 kali Rp&00.0004,00 -
| 4. [ATK Kp300.000,00 1 Paket 4 kali Rp1.200.000,00
~Total Dluyn _ Rp5.610.000,00
i Rp5.610.000,00/menara/jtahun |

Wilayah Zona |/ Dataran Rendah meliputi:
|, Kecamalon Somba Opu
2 Kecamatan Pallangpea
A0 Koonmuibin Bontomarannu
q, Kecamalan Harombong
5, Kecamaton |'|||l|1\]itf.‘L:Lll]:

II. Zona 2/ Diataran Rendah Janh

Boanporien Bianya Jumlah Jumilah Kunjungan Jumlah Keterangan
(1) (2) — (3) e (1}x(3)
I, [Hanorarim [ pHO2 500, 00 3 orang 4 kah Rp20‘0|000_00
2o Tranmportan | IepHhoo 000, 00 1 uril 4 kali Rp2.000.000,00
Vo [Wang Maoloan [Rp225 D00 00 3 orang 4 Lkeali RF\QO0,000,00
I |ATI 14300 000 G0 1 Paket 4 kuli |Rp1.200,000,00
Fotail Do R[:rb.;;fj 000,00
Rp5.110.000,00/ menara/lahun 5




Wilayah Zona 2/Dataran Rendah Jauh meliputi:
1. Kecamatan Bajeng
2. Kecamatan Bajeng Barat
3. Kecamatan Bonlonompn
4, Kecamatan Bontonompo Sclatan

1I1. Zona 3/ Dataran Tinggi

" Komponen Biaya Jumlah | Jumlah Kunjungan Jumlah Keterangan
(n (2) | (3) (1)x(3)
1. |Honorarmam  |RpH92.500,00 3 orang 4 leali Rp2.370.000,00
2. |Transportasi |Rp600.000,00 1 unit 4 kali Rp2.400.000,00
3. |Uang Makan |Rp225.000,00 3 orung, | 4 kali {RpS00.000,00—"
4. |ATK Rp300.000,00 1 Paket | 4 kali Rp1.200.000,00
Total Biaya S i | Rp6.870.000,00 . ]
Rp6.870.000,00/ menara/tahun

Wilayah Zona 3/DataranTinggi meliputi:
. Kecamatan Manuju
2. Kecamalan Parangloe
3. Kecamatan Bungaya
4. Kecamatlan Bontolempangan
5., Kecamalan Parigi
6. Kecamatan Tinggimoncong
7. Kecamatan Biringbulu
8, Kecamatan Tompobulu

Kecamatan Tombolopao




